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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 
Anggaran

Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Nilai suatu anggaran ini tergantung pada perencanaan dan pengendalian anggaran., apabila terjadi penyimpangan atas pelaksanaan pemungutan anggaran dikarenakan terlalu tinggi dalam penetapannya, maka diperlukan cara untuk mengendalikannya yaitu dengan cara meninjau kembali hasil penetapan anggaran yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga pada saat pelaksanaan pemungutan dapat terkendali dengan baik, dan juga akan dijadikan sebagai masukan magi perusahaan dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran tersebut, sehingga pada periode yang akan datang dapat dijadikan sebagai perbaikan yang positif
2.1.1 
Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat bantu dalam manajem suatu perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh laba dengan memproduksi barang/jasa untuk dijual kepada konsumen, sehingga diperoleh penghasilan yang optimal, anggaran bisa juga dikatakan sebagai perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam menetapkan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada, sehingga pada waktu yang akan datang dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Rencana tersebut  juga diasumsikan sebagai upaya tindakan hati-hati sebelum melakukan realisasi dari perencanaan tersebut, sehingga hasil realisasinya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya dan agar mendapatkan hasil yang optimal.
Menurut Nafarin  dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” menjelaskan pengertian anggran sebagai berikut :

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan”.










(2004:12) 
Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan pengertian anggaran yang diterjemahkan oleh FX Kurniawan Tjakrawala dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” adalah sebagai berikut :

“Anggaran adalah alat untuk memberikan informasi ke pihak manajemen mengenai rencana yang dimiliki oleh seorang kepala divisi untuk tahun berikutnya agar pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap rencana-rencana yang telah disusun”.  
(2002:138)

Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya “Akuntansi Manajemen”  mengartikan anggaran sebagai berikut :

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.”


(2001:488)

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu alat atau rencana kuantitatif  dalam mengidentifikasi sumber daya yang disusun berdasarkan program yang sudah disahkan dan biasanya dinyatakan dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya serta manajemen harus melakukan terlebih dahulu musyawarah, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberikan informasi kepada setiap divisi untuk tahun berikutnya agar dapat mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan.
2.1.2 
Karakteristik Anggaran

Agar perusahaan dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik, maka perusahaan tersebut harus menghitung dan menyusun anggaran dengan cermat, sehingga diperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran tersebut, dan juga anggaran yang baik harus mempunyai karakteristik tertentu.. Menurut Mulyadi dalam bukunya “Akuntansi Manajemen” mendefinisikan karakteristik anggaran sebagai   berikut :

1. “Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan  dan satuan selain keuangan.

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwewenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan”.
(2001:490)
Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik disimpulkan bahwa anggaran harus memiliki karakteristik tertentu sehingga dalap pelaksanaan realisasinya dapat terarah dengan baik.
2.1.3 
Fungsi Anggaran

Pada dasarnya fungsi anggaran sama dengan fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut  Nafarin dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” fungsi anggaran adalah sebagai berikut : 

1 “Fungsi perencanaan,
2 Fungsi pelaksanaan, dan
3 Fungsi pengawasan”





        (2004:15)

Berdasarkan  definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran mempunyai fungsi yang sama dengan manajemen, yaitu meliputi fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan yang semuanya itu digunakan untuk mempermudah dalam penetapan target yang akan ditetapkan, sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan pemungutannya, selain itu juga anggaran berfungsi sebagai pengawasan yang berarti melakukan evaluasi dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran.

2.1.4 
Tujuan Anggaran

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus berjalan sesuai dengan perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari perusahaan, perencanaan yang baik harus mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur segala aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan. 
Menurut Nafarin Tujuan anggaran  dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” adalah sebagai berikut :

1. “Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber penggunaan dana.

2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.

3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.

4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana, agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun dengan anggaran yang lebih jelas dan nyata terlihat.

6. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan sekumpulan yang berkaitan dengan keuangan”.
         

                    (2004:12)
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari anggaran adalah sebagai landasan yuridis formal dalam memilih, membatasi dan menggunakan dana serta untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun sebelumnya dengan anggaran yang lebih nyata, sehingga mudah dianalisis dan mudah dalam mengambil keputusan.  

2.1.5
Manfaat Anggaran

Anggaran pada dasarnya mempunyai berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diantaranya adalah sebagai salah satu alat atau pedoman kerja bagi perusahaan.

Menurut Nafarin dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” mendefinisikan manfaat anggaran sebagai berikut :

1. “Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.

2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.

3. Dapat memotivasi pegawai

4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai.

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.

6. Sumber daya, seperti : Tenaga kerja, Peralatan, dan Dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

7. Alat pendidikan bagi para manajer”.



  (2004:12-13)
Sedangkan menurut M. Munandar dalam bukunya “Budgeting” mendefinisikan manfaat anggaran sebagai berikut :

1. “Sebagai Pedoman Kerja

2. Sebagai Alat Pengkoordinasi Kerja

3. Sebagai Alat Pengawasan Kerja”.



        (2000:10)

Adapun penjelasan dari manfaat anggaran sebagai berikut :
1. Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.

2. Sebagai Alat Pengkoordinasi Kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dfalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.

3. Sebagai Alat Pengawasan Kerja

Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan antara apa yang terutang di dalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, apakah perusahaan telah berhasil atau tidak berhasil. Dengan penyimpangan tersebut dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan. Hak ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun anggaran selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penyusunan anggaran secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Salah satu manfaat itu adalah sebagai alat pengawasan kerja suatu perusahaan yang mengendalikan setiap kegiatan yang terjadi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana.

2.2 
Perpajakan

Pajak ialah iuran kepada kas negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan dengan prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak yang dikeluarkan oleh rakyat kepada negara tidak didapatkan jasa timbal balik sama dengan apa yang sudah dikeluarkan, tetapi dalam hal ini pemerintah mengembalikannya dalam bentuk lain, yang diantaranya berupa keamanan, ketertiban, pemberian subsidi dan bentuk fasilitas-fasilitas lainnya. 
2.2.1
Pengertian dan Dasar Hukum Pajak

2.2.1.1  Pengertian Umum Pajak

Definisi mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau definisi pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah :

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “Perpajakan” mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tadak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2003:1)

Sedangkan menurut Erly Suandy dalam bukunya “Perencanaan Pajak” mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang  sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”.  

(2001:5)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam batasan-batasan tersebut terkandung ciri-ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu : 

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Tidak ada kontra prestasi (jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

5. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, yang bilamana perlu dapat dipaksakan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut berdasarkan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya bersifat memaksa dan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga tidak adanya kontra prestasi (jasa timbal balik) yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat tetapi dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dirasakan oleh rakyat, seperti tempat peribadatan, jalan raya, keamanan dan ketertiban, serta masih banyak lagi fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
2.2.1.2 Dasar Hukum Perpajakan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kepada para wajib pajak tidak dilaksanakan atau dikenakan secara sewenang-wenang melainkan harus berdasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan atau berdasarkan hukum. Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa:  “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”.


Sebagai dasar hukum pengenaan BPHTB adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang BPHTB.

Pada dasarnya hukum pajak merupakan hukum publik yang termasuk lingkungan administrasi negara, yaitu hukum pajak yang tidak terlepas dari bagian-bagian hukum lainnya, namun mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. 

.

2.3.2 
Jenis Pajak


Jenis pajak pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya. Dalam hal ini peneliti hanya akan membahas jenis pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu akan dijelaskan di bawah ini.
Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Menurut Siti Resmi dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus” mendefinisikan pajak pusat sebagai berikut :

“Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”.









   (2003:1)              

Pajak pusat terdiri atas:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Banugunan (BPHTB) dan
f. Bea Meterai.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2004  mendefinisikan pajak pusat sebagai berikut :

“Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak”.
 (2004:8) 

Pajak Pusat terdiri atas:

a. Pajak Penghasilan

b. Pajak Pertambahan Nilai

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

d. Pajak Bumi dan Bangunan 

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan dan 
f. Bea Meterai

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat secara langsung yaitu oleh Departemen Keuangan melalui dirjen pajak, adapun pajak yang dipungut diantaranya (PPh, PPn, PPnBm,PBB, BPHTB, dan Bea Meterai) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan rumah tangga negara pada umumnya.

 2.
Pajak Daerah

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang RI No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak No. 34 tahun 2000, pajak daerah didefinisikan sebagai berikut :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
(2006:339)
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. 
Jenis-Jenis Pajak Daerah:

Jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. “Jenis-Jenis Pajak Propinsi, terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri atas :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir”.
(2006:342) 
Berdasarkan jenis pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah berdasarka undang-undang yang berlaku ada dua jenis pajak yang dilakukan di daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah tersebut, yaitu jenis pajak propinsi dan pajak kabupaten /kota.
Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas bahwa sifat dari pajak daerah pada hakekatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak pusat maupun pajak daerah sama harus berdasarkan peraturan perundang-undangan begitu juga dengan hasil penerimaannya dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, baik pembangunan pusat maupun pembangunan daerah, dan yang membedakannya hanyalah pelaksana pemungutnya
2.3.3 
Fungsi Pajak

      
Fungsi pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakasanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat / daerah mempunyai 2 (dua) fungsi sebagai berikut:

1.   “Fungsi Budgetaire (Anggaran)

 2.  Fungsi Regulered (Mengatur)”.
(2003:1)
Uraian mengenai kedua fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetaire (Anggaran)

Pajak merupakan satu alat (sumber) untuk memasukka uang ke kas Negara dan daerah sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara dan daerah.

2. Fungsi Regulered (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi budgetaire merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat  maupun  daerah, sedangkan fungsi regulered yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. 
2.3 
Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak pada dasarnya berada pada anggota masyarakat itu sendiri dalam hal ini wajib pajak yang terutang, yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya sendiri, sedangkan pemerintah dalam hal ini, aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” mendefinisikan pemungutan pajak sebagai berikut:

“Pemungutan pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional“. 
(2003:11)

Menurut Rimsky K. Judesseno definisi pemungutan pajak dalam bukunya “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

“Pemungutan pajak adalah sesuatu yang timbul akibat adanya masing-masing kepentingan dan kebutuhan baik masyarakat maupun pemerintah”. 
(2001:2)

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak adalah perwujudan nyata dari pengabdian dan peran serta para wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya  yang timbul karena adanya masing-masing kepentingan dan kebutuhan baik masyarakat maupun pemerintah, dimana bagi pemerintah hasil penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat semata-mata digunakan untuk kepentingan umum serta untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dan bagi masyarakat untuk mendapatkan sarana dan prasarana dari pemerintah atau fasilitas untuk kepentingan umum.

2.4 BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan)
Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah disamping mempunyai fungsi sosial, juga berfungsi memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, serta menjadi alat investasi yang sangat menguntungkan. Bangunan juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

Dasar hukum pajak BPHTB diatur dan ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan, definisi BPHTB adalah sebagai berikut :

“BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan”.










(2006: 293)

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

2.4.1 Subjek dan Objek Pajak BPHTB

Setelah mengetahui definisi pajak BPHTB, berikut ini akan dijelaskan mengenai subjek dan objek pajak BPHTB berdasarkan buku Selayang Pandang Dipenda 2005 yang akan dijelaskan di bawah ini.

2.4.1.1 Subjek Pajak parkir 

Berdasarkan buku “Selayang Pandang Dipenda 2005” yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
(2005:33)
Subjek pajak sebagaimana tersebut diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4.1.2 Objek Pajak BPHTB
Berdasarkan buku “Selayang Pandang Dipenda 2005” yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang  meliputi sebagai berikut :

a. “Pemindahan hak karena : jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan hadiah.

b. Pemberian hak baru karena : kelanjutan pelepasan hak, diluar pelepasan hak”.
(2005: 33)

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan  berasal dari pemindahan hak dan pemberian hak baru. 

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

2.4.2 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB 
Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB menurut Undang-Undang Pajak adalah objek pajak yang diperoleh :
a. “Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri;

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hokum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. Karena wakaf;

f. Karena warisan;

g. Untuk digunakan kepentingan ibadah”.
(2006: 295)
Berdasarkan undang-undang pajak diatas dapat diambil kesimpulan bahwa selain objek pajak yan dikenakan BPHTB ada juga objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yaitu yang digunakan untuk kepentingan umum dan yang telah ditetapkan oleh menteri.

2.4.3 
Tarif Pajak

Tarif pajak BPHTB adalah tarif yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang. Dalam buku Selayang Pandang Dipenda dan Undang-Undang perpajakan menyatakan bahwa : “Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen)”.
(2006: 295)

Berdasarkan ketentuan diats dapat disimpulkan bahwa besarnya tarif pajak dalam hal ini BPHTB sejak awal telah ditetapkan oleh pemerintah/menteri.
2.4.4   Dasar Pengenaan Dan Cara Perhitungan Pajak


Dasar pengenaan dan tata cara perhitungan pajak BPHTB merupakan hal terpenting dalam menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri.


Berdasarkan Dipenda dalam brosur “ada apa dengan BPHTB” menyatakan dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak dalam hak :

a. “Jual beli adalah harga transaksi;

b. Tukar-menukar adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

c. Hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

e. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

f. Penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;

g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

i. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut”.
(2005: 4)

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dasar pengenaan pajak dalah nilai objek pajak dalam hal :

1. “Jual beli adalah harga transaksi;

2. Tukar-menukar adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

3. Hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

4.  Pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

5. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

6. Penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;

7. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

8. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

9. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut”.
(2006: 296)

Dari kedua pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pengenaan pajak yang dilakukan mengenai BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak yang telah ditentukan oleh menteri.

Berdasarkan Dipenda dalam brosur “ada apa dengan BPHTB” memberikan salah satu contoh perhitungan BPHTB adalah sebagai berikut :

“Niali perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dapat diubah dengan peraturan pemerintah.

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak adalah nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.

Besarnya pajak yang terutang :



5% * Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak”.
(2006: 4)

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 2 Juli 1998, wajib pajak “A” membeli tanah dengan nilai perolehan objek pajak Rp. 22.000.000,00 nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak Rp. 30.000.000,00. karena nilai perolehan objek pajak berada dibawah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, maka perolehan atas tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB.

2. Pada tanggal 1 Agustus 1998 membeli tanah dengan :

Nilai Perolehan Objek Pajak


Rp. 50.000.000,00

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
Rp. 30.000.000,00
Nilai perolehan objek pajak kena pajak

Rp. 20.000.000,00

Pajak yang terutang :

5%*Rp. 20.000.000,00

Rp.   1.000.000,00

2.5
Hubungan Anggaran dengan Pelaksanaan Pemungutan BPHTB

Suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan operasional sehari-harinya perlu membuat suatu perencanaan, karena dengan perencanaan maka perusahaan tersebut akan sangat mudah dalam mencapai apa yang sudah direncanakan, setidaknya setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat tercapai atau dapat saling menunjang satu sama lainnya, sehingga sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dengan demikian, agar perusahaan dapat menerima hasil yang diharapkan, maka perencanaan anggaran sangatlah penting dibentuk dalam  rencana kerja tahunan yang dibuat secara tertulis berbentuk kuantitatif, anggaran ini berdasarkan atas semua pendapatan yang diterima tahun sebelumnya atau realisasi, yang kemudian dibuat rencana kerja tahunan untuk menentukan anggaran tahun berikutnya. Sementara itu, dalam penyusunan suatu anggaran memerlukan banyak waktu dan banyak biaya, maka ada kecenderungan bagi perusahaan untuk menyusun budget yang meliputi jangka waktu yang panjang. Namun demikian, tidak setiap perusahaan menggunakan anggaran yang berjangka panjang, hanya perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan penaksiran-penaksiran jangka panjang secara akurat yang menggunakan anggaran yang berjangka panjang.

Perencanaan anggaran dalam suatu intansi pemerintahan dalam bidang perpajakan harus dibuat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga manajemen dapat memperkirakan atau menafsir pendapatan yang akan diterima atas segala pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak khususnya BPHTB, penaksiran-penaksiran itu sangat diperlukan dalam bentuk perencanaan anggaran akibat adanya realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akan diketahui dengan jelas hubungan antara  anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pemungutannya yaitu dari proses penyusunan anggaran memerlukan evaluasi sehingga pada saat pelaksanaan pemungutannya sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB diperlukan adanya evaluasi kerja , sehingga pada saat yang akan datang bisa mendapatkan hasil penerimaan pemungutan BPHTB yang optimal.
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